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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, 

dan bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh 

warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum reformasi penyelenggaraan negara 

dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi antara lain 

terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mutlak diperlukan 

reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi 

terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 

efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1
 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan 

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama 

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan 

sumber daya manusia. Di antara aspek-aspek tersebut meliputi kedudukan 

notaris. Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ Negara 

                                                           
1
 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, 

“Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4899, Penjelasan umum atas Undang-Undang Ombudsman Republik 

Indonesia. 
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yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan 

umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai 

alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang 

keperdataan.
2
 

Kedudukan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN. Pasal 1 UUJN 

menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi 

pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik yang dibuat oleh atau di 

hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan 

untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi 

masyarakat secara keseluruhan. 

 Sebagai pejabat umum, notaris memerlukan pengawasan untuk 

menghindari kesalahan atau praktek maladministrasi dalam menjalankan 

profesinya. Seiring dengan adanya pertanggungjawaban notaris kepada 

masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah sudah dijamin 

                                                           
2
 N.G. Yudara, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar 

Kedudukan  Dan  Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Makalah 

disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta, Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Jakarta, 

2006, hlm. 72.  
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dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan oleh pihak lain secara terus 

menerus agar tugas dan kewenangan notaris selalu sesuai dengan kaidah 

hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari 

penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan oleh 

pemerintah dan masyarakat. 

Pengawasan terhadap notaris secara internal dapat dilakukan oleh 

Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 angka 6 UUJN menyatakan bahwa Majelis 

Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas 

Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas 

Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris. 

Majelis Pengawas Notaris dibentuk dan diangkat oleh Kementerian 

Hukum dan HAM yang pendanaannya dalam pelaksanaan tugas dibebankan 

pada anggaran Kementerian Hukum dan HAM yakni bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan menjalankan pelaksanaan 

pelayanan administratif.
3
 Salah satu kewenangan dari Majelis Pengawasan 

Notaris adalah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-

Undang. Di samping itu, Majelis Pengawas Notaris tidak hanya berwenang 

melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, tapi juga 

                                                           
3
 Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-

06.AH.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris. 
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berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap notaris yang telah 

terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan jabatan notaris.
4
 

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang 

berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi 

terhadap Notaris dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya 

dengan baik telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di 

antaranya Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 

Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris dan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan  Minuta Akta dan 

Pemanggilan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 Tentang 

Sekretariat Majelis Pengawas Notaris. 

Adapun fungsi pengawasan yang diemban oleh Majelis Pengawas 

Notaris meliputi:  

                                                           
4
 Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum 

Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28, Th. III, 2005, hlm. 130. 
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1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan 

pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta;  

2. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses 

peradilan; 

3. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai 

adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan 

mengenai Jabatan Notaris;  

4. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.
5
 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Majelis Pengawas 

Notaris memiliki unsur yang dapat menjadi ranah pengawasan Ombudsman. 

Hal ini sesuai fungsi dan tugas Ombudsman Republik Indonesia berwenang 

mengawasi pelaksanaan tugas dari Majelis Pengawas Notaris yang diduga 

melakukan dugaan maladministrasi dalam menindaklanjuti aduan atau 

laporan dari masyarakat terhadap notaris yang diduga melakukan kesalahan 

atau pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal Ini dimungkinkan karena Majelis Pengawas 

Notaris juga rentan melakukan perbuatan maladministrasi dalam melakukan 

pelayanan publik. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman RI menyatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai 

kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang 

                                                           
5
 Majalah Renvoi Nomor : 8.56 V, Berita Daerah mengenai Kewenangan Majelis Pengawas 

Cerminkan Kelembagaan Profesi Notaris, Januari 2008, hlm.56. 
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diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah 

dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang 

diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

Kata Ombudsman berasal dari Skandinavia yang diartikan sebagai 

wakil sah seseorang.
6
 Istilah Ombudsman pertama kali dikenalkan dalam 

Konstitusi Swedia pada Tahun 1718 dengan sebutan Ombudsman yang 

berarti “perwakilan”, yaitu menunjuk seorang pejabat atau badan yang 

independen bertugas menampung keluhan warga Negara atas penyimpangan 

atau pekerjaan buruk yang dilakukan pejabat atau lembaga pemerintahan.
7
 

Kata Ombudsman bisa diartikan dengan representative, agent, delegate, 

lawyer, guardian or any other person who is authorized by others to act on 

their behalf and serve their interest, yang berarti “perwakilan, agen, delegasi, 

pengacara, pelindung atau orang-orang yang diminta oleh orang lainnya 

untuk melakukan mewakili kepentingan mereka dan melayani keuntungan 

mereka.
8
 Namun, kata Ombudsman secara bahasa berasal dari bahasa Jerman 

yang artinya orang yang diberi kewenangan oleh sekelompok masyarakat 

                                                           
6
 Teten Masduki, “Good Governance dan Ombudsman”, Peranan Ombudsman dalam 

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik, Komisi 

Ombudsman Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 52. 
7
 Tim Penyusun  Modul Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Ombudsman Republik 

Indonesia,  Modul Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Ombudsman RI, Jakarta, 2012, 

hlm. 21. 
8
 Catur Wido Haruni, Menata Proses Seleksi Ombudsman, Makalah pada Konferensi 

Nasional Hukum Tata Negara ke-2. Padang, 11-12 September 2015 oleh Pusat Studi Konstitusi 

(PUSaKO) Fakultas Hukum - Universitas Andalas. 
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untuk mengumpulkan uang untuk melakukan kegiatan sosial sekelompok 

masyarakat tersebut.
9
 

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas bersifat 

mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur 

tangan kekuasaan lainnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-

Undang Ombudsman Republik Indonesia. Berbicara mengenai kemandirian 

Ombudsman, Martin Oesting membagi sifat independensi Ombudsman 

menjadi independensi institusional, fungsional dan personal.
10

 Independensi 

institusional maksudnya, Ombudsman bukan bagian dari instansi publik 

manapun dan memiliki jabatan tinggi dalam sistem pemerintahan. 

Independensi fungsional maksudnya Ombudsman tidak dapat diintervensi 

ataupun dikendalikan oleh pengaruh penguasa manapun sehingga 

Ombudsman harus diberi wewenang yang luas disertai prosedur yang 

fleksibel (tidak kaku). Sedangkan Independensi personal dimaksudkan para 

pegawai (sumber daya manusia) Ombudsman harus dari seleksi yang ketat 

dan akuntabel sehingga dapat bekerja dengan baik dan tidak tergoda pada 

pengaruh-pengaruh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Semua menjadi 

sebuah cita idealis dalam pembentukan Lembaga Ombudsman. 

                                                           
9
 Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Cetakan Pertama, UII 

Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 250, lihat juga Antonius Sujata, & RM Surachman, Catatan 

Perjalanan Sebelas Tahun Ombudsman Republik Indonesia, Cetakan Pertama, idcc, Jakarta, 2011, 

hlm. 11. 
10

 Tim Penyusun Buku  Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsprudensi, Ombudsman RI, 

Jakarta, 2009, hlm.42-43. 
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Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman memiliki tugas dan 

kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, Ombudsman bertugas: 

a. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 

c. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman; 

d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 

lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; 

f. Membangun jaringan kerja; 

g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; dan 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang. 

 

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman 

berwenang: 

a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, 

atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada 

Ombudsman; 

b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada 

Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; 

c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotocopi dokumen yang 

diperlukan dari Instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari 

Instansi Terlapor; 

d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang 

terikat dengan Laporan; 

e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan 

para pihak; 

f. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk 

Rekomendasi membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang 

dirugikan; 

g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan 

Rekomendasi. 
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Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 di atas, 

Ombudsman juga berwenang: 

a. Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan 

Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan 

organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; 

b. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar 

terhadap Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya 

diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi. 

 

Terkait degan tugas Ombudsman pada ketentuan Pasal tersebut di atas, 

khususnya huruf a adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dari 

perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara pelayanan 

publik dalam hal ini bisa terjadi pada Majelis Pengawas Notaris sebagai 

penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan tugas dan kewenangannya 

malakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Berdasarkan Pasal 1 

angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menjelaskan bahwa 

Maladministrasi adalah prilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui 

wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi 

tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban 

hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

penyelenggara Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian  materiil 

dan/atau immateriil bagi masyarakat atau perseorangan. 

Bentuk maladministrasi yang paling umum meliputi penundaan 

berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian 

kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, 
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ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, 

salah pengelolaan.
11

 

Majelis Pengawas Notaris sebagai pengawas notaris juga merupakan 

salah satu dari penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik dapat 

diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang 

publik maupun jasa publik yang prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
12

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang 

Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang dan jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Adapun ruang lingkup pelayanan publik dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa 

publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang- 

undangan. Penyelenggara pelayanan publik tersebut adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

                                                           
11

 Hendra Nurtjahjo, dkk, Memahami Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia, 

Cetakan Pertama, Jakarta, 2013, hlm.5. 
12

 Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2005, hlm. 5. 
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berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pelayanan 

Publik. Berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Pengawas Notaris dan 

Notaris sama-sama melakukan fungsi pelayanan publik, namun Majelis 

Pengawas Notaris termasuk ke ranah pengawasan Ombudsman karena 

pendanaannya menggunakan APBN/APBD sedangkan Notaris hanya 

memperoleh honorarium. 

Berdasarkan data dari Ombudsman Republik Indonesia atas laporan 

masyarakat bahwa pada Tahun 2013 terdapat 3 (tiga) laporan terkait Majelis 

Pengawas Notaris namun tidak terdapat laporan terkait Notaris. Salah satu 

laporan diantaranya terkait dugaan maladministrasi penundaan berlarut yang 

dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menindaklanjuti laporan dari 

masyarakat yang merasa dirugikan atas pembuatan akta yang dilakukan oleh 

Notaris di Karawang, Provinsi Jawa Barat tercatat dengan Nomor Register : 

0758/LM/VIII/2013/JKT. Jumlah kasus dugaan maladministrasi terkait 

Majelis Pengawas Notaris ini cukup sedikit.
13

  

Dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris 

tersebut  telah dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia berasal dari 

seorang warga berdomisili di Jakarta Selatan salah satu notaris di Karawang 

kepada Majelis Pengawas Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam 

menjalankan tugasnya, permasalahan yang dilaporkan oleh pelapor adalah 
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 Data Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2013. 



 

12 
 

 

bahwa notaris di Karawang telah melakukan dugaan tindakan pelanggaran 

Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yang mana notaris telah membuat akta tidak 

dihadapan 2 (dua) orang saksi dan tidak ditandatangani dihadapan saksi serta 

tidak diperlihatkan dan tidak disertai adanya bukti-bukti hak yang lengkap, 

seharusnya notaris yang bersangkutan menolak membuatkan akta karena 

saksi dan penghadap tidak dihadapkan secara bersama, namun kenyataannya 

notaris tersebut tetap membuatkan akta. Atas kesalahan notaris yang 

bersangkutan, Pelapor menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas 

Notaris Daerah Karawang dan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat. 

Selanjutnya, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat telah memeriksa 

laporan pelapor dengan menjatuhkan putusan bahwa notaris yang 

bersangkutan dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 

butir 1 huruf d UUJN dan menjatuhkan sanksi usul kepada Majelis Pengawas 

Pusat Notaris yakni pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dalam 

Jabatan Notaris. Selanjutnya, Majelis Pengawas Pusat Notaris memeriksa 

laporan tersebut dan membacakan putusan yang pada salah satu amarnya 

menyatakan “Memerintahkan kepada Majelis Pemeriksa Daerah Notaris 

Kabupaten Karawang untuk melakukan pemeriksaan ulang”. Pelapor merasa 

keberatan dengan amar putusan tersebut dan merasa ada keberpihakan 

Majelis Pengawas Pusat kepada Notaris yang bersangkutan.
14

 

Kemudian, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Karawang 

kembali melakukan pemeriksaan dan antara lain memutuskan “telah terjadi 

                                                           
14

 Ibid. 



 

13 
 

 

pelanggaran Pasal 16 ayat (1) UUJN oleh Notaris yang bersangkutan, dimana 

3 (tiga) orang penghadap dan 2 (dua) saksi tidak hadir dan menandatangani 

pada saat bersamaan juga tidak pada tanggal yang disebutkan dalam akta dan 

telah terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan atas kewajiban 

Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) b UUJN yaitu Notaris yang 

bersangkutan tidak menyimpan akta sebagai bagian dari protokol Notaris”. 

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Karawang telah menyampaikan 

hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa 

Barat, namun karena belum ada kejelasan mengenai hasil akhir dari 

permasalahan tersebut dan belum adanya eksekusi atau penjatuhan hukuman 

atas kesalahan yang dilakukan Notaris yang bersangkutan sehingga Pelapor 

melaporkan dugaan maladministrasi yang terjadi kepada Ombudsman 

Republik Indonesia di Jakarta.
15

 

Adanya  upaya masyarakat untuk mendorong pelaksanaan pengawasan 

terhadap Majelis Pengawas Notaris dalam menyelesaikan kasus Notaris yang 

terkesan berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian menyebabkan MPN  

dilaporkan masyarakat melalui suatu laporan yang ditujukan kepada 

Ombudsman Republik Indonesia. Kondisi demikian menjadi keresahan bagi 

Penulis karena belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik yang 

memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan Ombudsman Republik 

Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris. 

Sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait 
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 Ibid.  
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dengan kedududukan dan kepastian hukum Ombusdmas Republik Indonesia 

dalam melakukan pengawasan terhadap Majelis Pengawas Notaris. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam tesis ini adalah : 

1.  Bagaimana kedudukan Majelis Pengawas Notaris dalam Pelayanan 

Publik?  

2.  Bagaimana Ombudsman Republik Indonesia menyelesaikan laporan 

dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam tesis 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Majelis Pengawas 

Notaris dalam Pelayanan Publik; 

2. Untuk mengidentifikasi proses pemeriksaan Ombudsman Republik 

Indonesia dalam menyelesaikan laporan dugaan maladministrasi yang 

dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris; 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara 

teoritis maupun secara praktis, yaitu : 
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1. Secara Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum bidang 

Kenotariatan tentang fungsi, tugas dan kewenangan dari Ombudsman 

Republik Indonesia dan Majelis Pengawas Notaris. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran terhadap 

pelaksanaan tugas dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia atas 

Majelis Pengawas Notaris dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, 

khususnya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang diduga 

melakukan maladministrasi. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang membahas Ombudsman Republik Indonesia telah 

banyak dilakukan oleh para Sarjana terdahulu, demikian juga dengan 

penelitian tentang Majelis Pengawas Notaris. Sepanjang sepengetahuan 

penulis belum ditemukan adanya suatu karya ilmiah sesuai dengan judul yang 

sama, yang ada hanya pembahasan tentang Ombudsman Republik Indonesia 

atau pembahasan tentang Majelis Pengawas Notaris yang terpisah dan tidak 

saling berkaitan. Terdapat beberapa penelitian (tesis) yang membahas tentang 

kewenangan Ombudsman Republik Indonesia atau tentang kewenangan 

Majelis Pengawas Notaris, penelitian yang penulis maksud antara lain: 

1. Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam 

Pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Padang, dengan penulis Elvi 
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Sandriyani Mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan 

Univeritas Andalas, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan 

kewenangan MPN di Kota Padang, bagaimana sanksi hukum dari Majelis 

Pengawas Daerah Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris 

yang ditemukan dalam pemeriksaan Protokol Notaris dan faktor-faktor 

penghambat dalam melakukan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah 

Notaris dalam pemeriksaan protokol Notaris di Kota Padang. 

2. Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan 

Publik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, dengan penulis Setiajeng Kadarsih, 

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto, 

Jawa Tengah. Dengan rumusan masalah membahas tugas dan kewenangan 

Ombudsman Republik Indonesia. 

 Perbedaan signifikan antara penelitian yang penulis sebelumnya dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penulis memfokuskan terhadap 

kewenangan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap Majelis 

Pengawas Notaris. Semantara penulis sebelumnya hanya meneliti sebatas 

kewenangan masing-masing lembaga. 

 

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual 

1. Teori Kewenangan  

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris 

authority of theory, istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu 
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theorie van het gezag, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu theorie 

der autoritat. 

H. D. Stoud seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian 

tentang kewenangan adalah : 

“Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di 

dalam hubungan hukum publik”.
16

 

 

Seiring dengan pilar utama Negara Hukum
17

, yaitu asas legalitas, 

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal 

dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi 

pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.
18

 Kekuasaan atau 

kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik 

masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.
19

 

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan bersumber 

dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi : atribusi, 

delegasi dan mandat.
20

 

1) Kewenangan Atribusi  

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian 

wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam 

                                                           
16

 Ridwan.HR, Hukum Administrasi Negara, Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 110. 
17

 Menurut Jimly Asshiddiqie : Dalam konsep Negara Hukum, diidealkan bahwa yang harus 

menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik 

maupun ekonomi. Jimly Assidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 

PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 297. 
18

 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Gagasan 

Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Cetakan 2, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010, hlm. 103. 
19

 Yuslim, Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Dasar 1945, Ringkasan Disertasi, 

Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 8.  
20

 Ridwan HR, Op. Cit, hlm.104 
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peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atribusi wewenang 

pemerintahan itu dibedakan antara lain;  

1. Yang berkedudukan sebagai original legislator; di Negara di 

tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu 

Undang-Undang, dan di tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah yang melahirkan 

Peraturan Daerah (Perda).
21

 

2. Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti Presiden 

yang berdasar pada suatu ketentuan Undang – Undang 

mengelurakan peraturan pemerintah dimana diciptakan 

wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan 

tata usaha Negara tertentu. 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian 

wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil 

keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

sedangkan kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak 

dalam ranah hukum publik sesuai dengan Pasal 1 angka 6. Undang- 

                                                           
21

 Takdir Rahmadi dan Firman Hasan, Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai, Citra 

Budaya Indonesia Padang dan Fakultas  Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm. 103. 
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Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa kewenangan 

bisa diperoleh memalui atribusi, delegasi dan/atau mandat. 

Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam hal 

menjalankan tugas jabatannya sebagai lembaga Negara pengawas 

pelayanan publik merupakan kewenangan yang diperoleh secara 

atribusi yang secara normatif diatur dalam Undang- Undang Nomor 

37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.  

2) Kewenangan Delegasi 

Pada delegasi terjadilah suatu wewenang yang telah ada oleh 

badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh 

wewenang pemerintahan secara atribusi kepada badan atau pejabat 

tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh 

adanya suatu atribusi wewenang.
22

 

Apabila dalah hal pemindahan/pengalihan suatu kewenangan 

yang ada itu kurang sempurna, bararti keputusan yang berdasarkan 

kewenangan itu tidak sah menurut hukum.
23

 Berdasarkan Pasal 67 

ayat (2) UUJN Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan 

tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris.
24

 Majelis Pengawas 

Notaris  menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 

                                                           
22

 Indoharto, Op.Cit, hlm.  91. 
23

 Philipus M.Hadjon dkk, Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Indrodution to the 

Indonesian Administrative Law, Cetakan 7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, 

hlm. 130. 
24

 Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris- Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, PT.Refika 

Aditama, Bandung, 2011, hlm. 43. 
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Tahun 2004, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap 

Notaris. 

3) Kewenangan Mandat 

Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan 

kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-

janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini, tentu 

seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si 

penguasa, misalnya seorang Menteri, mengambil keputusan-

keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan 

tertentu. Namun, menurut hukum Menteri itu tetap merupakan badan 

yang berwenang.
25

 

2. Teori Pengawasan 

Menurut G.R Terry tentang pengertian pengawasan atau 

controlling ini mengatakan bahwa : 

“Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, 

maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu 

menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan 

sesuai dengan rencana. Jadi, pengawasan dapat dianggap sebagai 

aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan penting 

dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang 

direncakanan.
26

 

 

Setiap kegiatan pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu, untuk 

terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi tidak lain 

merupakan tujuan dari pengawasan. Sehingga maksud dari pengawasan 

                                                           
25

  Ridwan HR., Op.Cit, hlm. 131. 
26

 Titik Triwulan T dan H.Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum 

Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 448. 
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adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala 

sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta 

mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki 

kearah yang lebih baik.
27

 

Menurut Situmorang dan Junir mengatakan bahwa secara langsung 

tujuan pengawasan adalah untuk: 

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, 

kebijaksanaan, dan perintah. 

2. Menertibkan koordinasi kegiatan – kegiatan. 

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan 

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atasbarang atau jasa 

yang dihasilkan. 

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 

organisasi. 

Pada pokoknya tujuan pengawasan adalah: 

1. Membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang 

telah dibuat. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan 

serta efiesiensi dan efektivitas kerja. 

3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan 

kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.
28
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 Ibid. hlm. 452. 
28

  Ibid. 
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Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan 

pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. 

Pengawasan Majelis Pengawas Notaris lebih hanya fokus kepada Notaris 

dalam menjalankan tugas profesinya, sedangkan pengawasan oleh 

Ombdusman Republik Indonesia dilakukan kepada semua penyelenggara 

pelayanan publik yang menyelenggarakan tugas pelayanan publik 

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah. 

Kerangka Konseptual 

Penulisan ini pada dasarnya membahas mengenai pelaksanaan 

Ombudsman Republik Indonesia. Secara konseptual, penelitian ini dapat 

dipahami dari berbagai pengertian, yaitu: 

a. Kewenangan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak 

dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan 

(yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan 

terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap 

sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, 

sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja.
29

 

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan itu diperoleh melalui 

tiga sumber yaitu kewenangan atribusi lazimnya di gariskan melalui 
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 Prajudi Atmosudirdja,  Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia,  Jakarta, 2004,  

hlm. 78. 
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pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang, kewenangan 

delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan 

kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu 

pelimpahan kewenangan.
30

 

b. Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, menyebutkan Ombudsman Republik 

Indonesia merupakan lembaga Negara pengawas pelayanan Publik yang 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan 

termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan 

Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 

pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

c. Pengawasan 

Pengertian tentang pengawasan sangat beragam, namun pada 

prinsipnya pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, 

yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam 
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  Philipus M.Hadjon., Op. Cit. hlm. 2. 
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kenyataan (das sein) dengan hasil yang diinginkan (das sollen), yang 

dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen.
31

 

d. Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan 

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang 

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, 

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan 

grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu 

oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat atau orang lain.
32

 

e. Majelis Pengawas Notaris 

Majelis Pengawas Notaris dalam Pasal 1 angka 6 UUJN 

didefinisikan adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 

berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 68 

UUJN terdiri dari: 

1. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk di Ibu Kota Negara; 

2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk di tingkat Provinsi; 

3. Majelis Pengawas Daerah Notaris dibentuk di tingkat 

Kabupaten/Kota. 
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 Titik Triwulan T dan H. Ismu Gunadi Widodo., Op. Cit. hlm. 447. 
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 Herlian Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.58. 
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G. Metode Penelitian 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan 

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka 

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara 

untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.
33

 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan 

ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistimatika, dan pemikiran tertentu, yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan 

jalan menganalisanya juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
34

 

Berdasarkan batasan-batasan di atas, dapat dikatakan bahwa yang 

dimaksud metode penelitian adalah prosedur mengenai cara-cara melaksanakan 

penelitian kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisa, sampai 

menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. 

Berkaitan dengan itu dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan 

metode penulisan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini berjenis penelitian hukum 

yuridis empiris,
35

 yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 6. 
34

 Ibid. hlm. 43. 
35

 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 

2011, hlm. 47. 
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hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan 

perbandingan. Penelitian yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan 

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional 

dalam system kehidupan yang mempola. 

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan 

dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai 

dengan permasalahan yang ada, sedangkan penelitian empiris adalah 

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris 

dengan jalan terjun langsung keobjeknya untuk melihat kenyataan di 

lapangan. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris adalah metode 

penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang 

nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya 

hukum dalam masyarakat.
36

 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris karena 

penelitian dilakukan untuk mengkaji Pengawasan Ombudsman Republik 

Indonesia terhadap Majelis Pengawas Notaris dengan meneliti bagaimana 

ketepatan kewenangan pengawasan tersebut. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya bahwa 

penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian yang menggambarkan, 

menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum. 
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2. Sumber dan jenis data 

a. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal 

dari: 

1) Penelitian lapangan (field research) 

Melalui penelitian lapangan akan mengumpulkan data-data 

konkrit, baik secara primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan 

data primer akan melakukan penelitian melalui wawancara dengan 

pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai narasumber untuk 

memperoleh informasi yang lengkap tentang permasalahan yang 

berkaitan dengan tesis ini yaitu Ombudsman Republik Indonesia 

dan Majelis Pengawas Notaris. 

2) Penelitian kepustakaan (library research) 

Yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, 

perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang berhubungan 

dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk 

mendapatkan bahan hukum yaitu: 

a) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri 

atas: (a) peraturan perundang-undangan (b) catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan 

perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang 
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diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan 

perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan (c) 

putusan hakim.
37

 Dalam penelitian ini, digunakan bahan-bahan 

hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan 

pihak yang berwenang, yaitu: 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer); 

3. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia; 

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik; 

5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris; 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor : M.02.PR08.10 Tahun 2004 

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian 

Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 
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tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan 

dan Pemberhentian Notaris; 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor:M.03.HT.03.10 Tahun 2007 

Tentang Pengambilan  Minuta Akta dan Pemanggilan 

Notaris.   

9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas 

Notaris; 

10. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. 

b) Bahan hukum sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari pustaka (data 

kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari : penjelasan 

maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari 

berbagai literatur, majalah, jurnal, rancangan Undang-undang 

hasil penelitian dan makalah dalam seminar yang berkaitan 

dengan penelitain ilmiah ini. 

c) Bahan hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang 

memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum 
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primer dan bahan hukum sekunder misalnya : kamus-kamus 

(hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.
38

 

b. Jenis data 

1) Data primer 

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan 

untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data 

sekuder yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dari 

sumber pertama. Data primer disebut juga sebagai data yang 

dikumpulkan dari hasil penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini, 

data primer tersebut adalah bersumber dari Ombudsman Republik 

Indonesia dan Majelis Pengawas Notaris. 

2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain: 

a. Melakukan wawancara 

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap 

muka (face to face) ketika seseorang yakni pewawancara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 
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memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada seseorang.
39

 

Wawancara dibutuhkan dalam rangka mendapat jawaban 

atas permasalahan yang telah dirumuskan sesuai dengan 

pendekatan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum 

dilakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan terlebih 

dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. 

Wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, 

artinya jawaban yang telah diberikan kepada responden 

dimungkinkan berkembang ke pertanyaan susulan dan 

menimbulkan pertanyaan yang telah dirumuskan tersebut dapat 

saja dikembangkan ke pertanyaan baru. 

b. Studi dokumen 

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan berbagai 

bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebelum studi 

pustaka dilakukan, peneliti melakukan langkah-langkah dengan 

jalan membuat inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang 

dibutuhkan tersebut dengan mencatatkannya pada catatan yang 

telah dipersiapkan terlebih dahulu. 
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4. Pengolahan dan analisis data 

a. Pengolahan data 

Dalam penelitian ini setelah berhasil memperoleh data yang 

diperlukan selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data-

data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali catatan-

catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan yang mana 

diharapkan agar dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang akan 

dianalisis.
40

 

b. Analisis data 

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data 

untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti 

berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya 

teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang 

diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif, yakni dengan 

melakukan penelitian terhadap data-data yang didapatkan dengan 

bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, 

kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penelitian 

deskriptif.
41
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